
M enim bang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

NOMOR * TAHUN 2023 

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

: a. bahw a dalam  rangka  pen ingkatan  k ese jah te raan  

m asy arak a t perlu  penyelenggaraan  san ita si total 

berbasis m asy arak a t yang  efektif, efisien d an  tep a t 

sa sa ra n  g u n a  m ew ujudkan  m asy arak a t yang se h a t 

d an  bersih;

b. bahw a dalam  rangka m encip takan upaya perilaku 

h idup bersih dan  sehat, m encegah penyebaran 

penyakit berbasis lingkungan, m eningkatkan 

kem am puan m asyarakat, serta  m eningkatkan akses 

air m inum  dan  san itasi dasar, perlu 

m enyelenggarakan san itasi total berbasis 

m asyarakat;

c. bahw a u n tu k  m elak san ak an  kew enangan 

Pem erin tah  D aerah  d an  m enjam in  kepastian  

h u k u m  dalam  penyelenggaraan  san ita s i to ta l 

be rbasis  m asy arak a t perlu  d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  

D aerah;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  h u ru f  a, h u ru f  b, d an  h u ru f  c, 

perlu  m ene tapkan  P e ra tu ran  D aerah  ten tan g  

S an itasi Total B erbasis M asyarakat;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat perlu penyelenggaraan sanitasi total

berbasis masyarakat yang efektif, efisien dan tepat
sasaran guna mewujudkan masyarakat yang sehat

dan bersih,
b. bahwa dalam rangka menciptakan upaya perilaku

hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran

penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan

kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses

air minum dan sanitasi dasar, perlu

menyelenggarakan sanitasi total berbasis

masyarakat,
Cc. bahwa untuk melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian
hukum dalam penyelenggaraan sanitasi total

berbasis masyarakat perlu diatur dengan Peraturan

Daerah:
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,

Fi
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Mengingat : 1. Pasal 18 ay a t (6) U ndang-U ndang D asar Negara

Republik Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  1956 ten tan g  

P em ben tukan  D aerah  O tonom  K abupaten  Dalam  

L ingkungan D aerah  Provinsi S u m ate ra  Tengah 

(Lem baran Negera Republik Indonesia  T ahun  1956 

Nomor 25);

3. U ndang-U ndang  Nomor 36 T ahun  2009 ten tan g  

K esehatan  (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2009 Nomor 144, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5063);

4. U ndang-U ndang  Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  

P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaim ana  te lah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir 

dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 

ten tan g  C ipta Kerja (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245 T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

5. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 25 T ahun  2008 

ten tan g  P eru b ah an  Nam a K abupaten  

S aw ah lu n to /S iju n ju n g  M enjadi K abupaten  

S ijun jung  Provinsi S u m ate ra  B ara t (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2008 Nomor 47, 

T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4832);

6. P e ra tu ran  P em erin tah  Nomor 66 T ahun  2014 

ten tan g  K esehatan  L ingkungan (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 184, 

T am bahan  Lem baran Negara R epublik Indonesia  

Nomor 5570);

7. P e ra tu ran  M enteri K esehatan  Nomor 3 T ahun  2014 

ten tan g  S an itasi Total B erbasis M asyarakat;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25):
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008

tentang Perubahan Nama Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten

Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4832),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014

tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5570),
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,



D engan P erse tu juan  B ersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

d an

BUPATI SIJUNJUNG 

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI

TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  D aerah  ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah  ad a lah  K abupaten  Sijunjung.

2. Pem erin tah  D aerah  a d a lah  K epala D aerah  sebagai u n s u r  

penyelenggara  p em erin tah an  D aerah yang m em im pin p e lak san aan  

u ru sa n  pem erin tah an  yang  m enjadi kew enangan D aerah  otonom .

3. B upati ad a lah  B upati S ijunjung.

4. Perangkat D aerah  ad a lah  u n s u r  pem ban tu  B upati d an  DPRD dalam  

penyelenggaraan U rusan  P em erin tahan  yang m enjadi kew enangan 

D aerah.

5. Pem erin tah  Nagari ad a lah  Wali Nagari yang d ib an tu  perangkat nagari 

sebagai u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Nagari.

6. S an itasi Total B erbasis M asyarakat yang se lan ju tnya  d isingkat STBM 

ad alah  p en d ek a tan  u n tu k  m engubah  perilaku  higienis d an  san ite r 

m elalui pem berdayaan  m asy arak a t dengan  ca ra  Pem icuan.

7. Pilar San itasi Total B erbasis M asyarakat, yang se lan ju tnya  d isebu t Pilar 

STBM adalah  perilaku higienis d an  san ite r yang d igunakan  sebagai 

a cu a n  dalam  penyelenggaraan S an itasi Total B erbasis M asyarakat.

8. Pem icuan ad a lah  c a ra  u n tu k  m endorong p e ru b a h a n  perilaku  higienis 

d an  san ita si individu a ta u  m asy arak a t a ta s  k esad a ran  sendiri dengan 

m enyentuh  perasaan , pola pikir, perilaku, dan  keb iasaan  individu a ta u  

m asyarakat.

9. Stop B uang Air B esar S em barangan  yang se lan ju tn y a  d isebu t Stop 

BABS adalah  kondisi ketika setiap  individu dalam  su a tu  kom unitas
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI

TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sijunjung.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu perangkat nagari

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM
adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter

melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.

Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar

STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai
acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis
dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan

menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau

masyarakat.

Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop
BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ne.
Tek
seakan

W
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tidak  lagi m elakukan  perilaku buang  air besar sem barangan  yang 

berpotensi m enyebarkan penyakit.

10. Cuci Tangan Pakai Sabun  adalah  perilaku cuci tangan  dengan 

m enggunakan air bersih  yang m engalir dan  sabun .

11. Pengelolaan Air M inum  d an  M akan R um ah Tangga ad a lah  m e lak u k an  

keg ia tan  m engelola a ir  m inum  d a n  m a k a n a n  di ru m a h  tangga u n tu k  

m em perbaiki d an  m enjaga k u a lita s  a ir dari su m b er a ir yang akan  

d igunakan  u n tu k  a ir m inum , se rta  u n tu k  m enerapkan  p rinsip  higienis 

san ita si pangan  dalam  proses pengelolaan m ak an an  di rum ah  tangga.

12. Pengam anan  S am pah  R um ah Tangga adalah  m elakukan  

kegiatan pengolahan sam pah  di ru m ah  tangga dengan m engedepankan  

prinsip  m engurangi, m em akai ulang, dan  m endaur ulang.

13. Pengam anan  Lim bah Cair R um ah Tangga ad a lah  m elakukan  kegiatan  

pengolahan  lim bah cair di ru m ah  tangga yang berasa l dari s isa  keg iatan  

m encuci, k am ar m an d i d a n  d a p u r  yang  m em enuh i s ta n d a r  b aku  m u tu  

k e seh a tan  lingkungan  d an  p e rsy a ra tan  k eseh a tan  yang  m am pu 

m em utus m ata  ran ta i penu laran  penyakit.

Pasal 2

P engatu ran  STBM b e rtu ju an  un tuk :

a. m ew ujudkan  perilaku  m asy arak a t yang bersih , d an  se h a t secara  

m andiri dalam  rangka  m eningkatkan  dera ja t k e seh a tan  m asy arak a t 

yang optim al;

b. m em u tu s m a ta  ran ta i p en u la ran  penyakit;

c. m en u ru n k a n  angka s tun ting , d an  penyakit b e rbasis  lingkungan  lainnya;

d. m en ingkatkan  ak ses a ir m inum  se rta  san ita s i layak d an  am an  te ru tam a  

bagi m asy arak a t m iskin  d an  terpencil; d an

e. m em berikan  k ep astian  h u k u m  bagi P em erin tah  D aerah  dalam  

p e lak san aan  STBM.

Pasal 3

R uang lingkup p en g a tu ran  STBM m eliputi:

a. tanggung jaw ab  Pem erin tah  D aerah;

b. penyelenggaraan STBM;

c. pem binaan  d an  pengaw asan; dan

d. pen d an aan .
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tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang

berpotensi menyebarkan penyakit.
10.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan

11.

12.

menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

Pengelolaan Air Minum dan Makan Rumah Tangga adalah melakukan

kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk

memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan

digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis
sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan

kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan

prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan

pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan
mencuci, kamarmandi dan dapur yangmemenuhi standar baku mutu

kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu
memutus mata rantai penularan penyakit.

Pasal 2

Pengaturan STBM bertujuan untuk:
a. mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih, dan sehat secara

mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang optimal,
. memutus mata rantai penularan penyakit:b.

Cc. menurunkan angka stunting, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya,
d. meningkatkan akses air minum serta sanitasi layak dan aman terutama

bagi masyarakat miskin dan terpencil, dan

. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalame.

pelaksanaan STBM.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan STBM meliputi:
a.

b.

c.

d.

tanggung jawab Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan STBM,

pembinaan dan pengawasan, dan

pendanaan.
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BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pem erin tah  D aerah  bertanggung  jaw ab  dalam  m endukung  

penyelenggaraan STBM di D aerah.

(2) Tanggung jaw ab  P em erin tah  D aerah  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(1) m eliputi:

a. p en y u su n an  p e ra tu ran  d an  kebijakan teknis;

b. fasilitasi pengem bangan teknologi tep a t guna;

c. fasilitasi pengem bangan  penyelenggaraan STBM;

d. pe la tihan  tekn is bagi tenaga  pelatih; d a n /a ta u

e. penyediaan  p a n d u an  m edia kom unikasi, inform asi, d an  edukasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN 

Bagian K esatu

Penyelenggaraan STBM oleh P em erin tah  D aerah

P aragraf 1 

U m um  

Pasal 5

(1) Pem erin tah  D aerah  dalam  m en d u k u n g  penyelenggaraan STBM m engacu 

p ad a  stra teg i d an  ta h a p a n  penyelenggaraan STBM.

(2) S trategi penyelenggaraan  STBM sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) 

m eliputi:

a. penc ip taan  lingkungan  yang kondusif;

b. pen ingka tan  k e b u tu h a n  san ita s i layak d an  am an; dan

c. pen ingkatan  penyediaan  ak ses  san ita s i layak d an  am an.

(3) T ahapan  penyelenggaraan STBM sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

m eliputi:

a. p en y u su n an  perencanaan ;

b. pe laksanaan ;

c. p e m a n tau a n  d an  evaluasi; d an

d. p e n y u su n an  laporan .

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendukung

penyelenggaraan STBM di Daerah.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis,
b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna,
c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM,
d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, dan/atau
e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM mengacu

pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.

(2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. penciptaan lingkungan yang kondusif,
b. peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman, dan

c. peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman.

(3) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. penyusunan perencanaan,
b. pelaksanaan,
Cc. pemantauan dan evaluasi, dan

d. penyusunan laporan.

13
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P a s a l  6

(1) P encip taan  lingkungan  yang kondusif sebagaim ana  d im aksud  dalam  

Pasal (5) aya t (2) h u ru f  a  m eru p ak an  upaya  m encip takan  kondisi yang 

m endu k u n g  tercapainya  san ita s i layak d an  am an .

(2) P encip taan  lingkungan  yang  kondusif sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(1) d ilakukan  m elalui d u k u n g an  kelem bagaan, kem itraan , lem baga 

sw adaya m asyarakat, in s titu s i pendid ikan , in stitu s i keagam aan , sw asta  

d an  m asy arak a t nagari.

(3) Pencip taan  lingkungan  yang  kondusif sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat

(1) d ilakukan  m elalui:

a . pen ingkatan  kom itm en pem erin tah  d aerah  u n tu k  m enyediakan 

sum ber daya dalam  m endu k u n g  p e lak san aan  program  STBM;

b . pengadaan  tenaga  fasilitator d an  pelatih  STBM; d a n /a ta u

c. program  pen ingkatan  kapasitas .

P a s a l  7

(1) P eningkatan  k e b u tu h a n  san ita si layak d an  am an  sebagaim ana

d im aksud  dalam  Pasal 5 ayat (2) h u ru f  b m eru p ak an  upaya  sistem atis  

dalam  m eningkatkan  k e b u tu h a n  sa ra n a  yang layak dan  am an  u n tu k  

m en d ap a tk an  p e ru b a h a n  perilaku  h idup  bersih  d an  se h a t bagi 

m asyarakat.

(2) P eningkatan  k e b u tu h a n  san ita si layak d an  am an  sebagaim ana

d im aksud  pad a  ayat (1) d ilakukan  m elalui :

a . Pem icuan p e ru b a h a n  perilaku;

b . prom osi d a n  kam panye p e ru b a h a n  perilaku  h id u p  bersih  d an  sehat;

c. penyam paian  p esan  m elalui m edia m assa  d an  m edia kom unikasi 

lainnya;

d . pengem bangan  kom itm en m asy arak a t dalam  p e ru b a h a n  perilaku;

e. fasilitasi te rb en tu k n y a  tim  kerja  m asyarakat; dan

f. pengem bangan  m ekanism e penghargaan  te rh ad ap  m asy a ra k a t/ 

in stitu si.

P a s a l  8

(1) Peningkatan  penyediaan  ak ses  sa n ita s i layak d an  am an  sebagaim ana  

d im aksud  dalam  Pasal 5 ay a t (2) h u ru f  c m eru p ak an  upaya  pen ingkatan  

d an  pengem bangan  percepatan  ak ses te rh ad ap  p ro d u k  d an  layanan  

san ita s i yang layak d an  te rjangkau  oleh m asyarakat.
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Pasal 6

(1) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (5) ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang
mendukung tercapainya sanitasi layak dan aman.

(2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui dukungan kelembagaan, kemitraan, lembaga

swadayamasyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, swasta

dan masyarakat nagari.
(3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a.peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan
sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program STBM,

b.pengadaan tenaga fasilitator dan pelatih STBM, dan/atau
C. program peningkatan kapasitas.

Pasal 7

(1) Peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan upaya sistematis

dalam meningkatkan kebutuhan sarana yang layak dan aman untuk

mendapatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat bagi

masyarakat.

(2) Peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Pemicuan perubahan perilaku,
b. promosi dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat,
C. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi

lainnya,
d. pengembangan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku,
e. fasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat, dan
f. pengembangan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/

institusi.
Pasal 8

(1) Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan upaya peningkatan

b

dan pengembangan percepatan akses terhadap produk dan layanan
sanitasi yang layak dan terjangkau oleh masyarakat.

Hk
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(2) Peningkatan  penyediaan  ak ses  sa n ita s i layak d an  am an  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilakukan  melalui:

a. pengem bangan teknologi sa ra n a  san ita s i yang sesua i k eb u tu h a n  dan  

terjangkau;

b. pencip taan  d an  p en g u a tan  jejaring  p a sa r  san ita s i pedesaan ;

c. pengem bangan k a p as ita s  san itasi, te rm asu k  w irausahaw an  san itasi 

lokal; dan

d. prom osi pelaku u sa h a  san ita s i dalam  rangka  m em berikan  ak ses 

pelaku  u sa h a  san ita s i lokal ke potensi p a sa r  san itasi.

Paragraf 2 

P erencanaan  

Pasal 9

(1) Pem erin tah  D aerah m eny u su n  ren can a  STBM dalam  rangka  

penyelenggaraan STBM di D aerah

(2) P enyusunan  ren can a  STBM sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ikoord inasikan  oleh Perangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru sa n  

pem erin tahan  di b idang p e ren can aan  d an  pem bangunan  d aerah  dengan  

m elibatkan  Perangkat D aerah  te rk a it d an  m asyarakat.

Pasal 10

(1) R encana STBM sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 9 ayat (1) d isu su n  

dalam  b e n tu k  dokum en STBM.

(2) D okum en ren can a  STBM sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) paling 

sedikit m em uat:

a. ka jian  k e b u tu h a n  sa ra n a  d a n  p ra sa ra n a  STBM m asyarakat;

b. program  pem berdayaan  m asy arak a t di b idang STBM; d an

c. ren can a  aksi d aerah  di b idang STBM

Pasal 11

D okum en ren can a  STBM sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 10 d isu su n  

berdasarkan :

a. ren can a  ta ta  ru an g  wilayah;

b. ren can a  p em bangunan  jan g k a  m enengah  daerah ;

c. daya d u k u n g  sum ber daya alam  d a n  lingkungan;

d. perkem bangan  ilm u p en g etah u an  d an  teknologi;

A-Z
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(2) Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan

terjangkau,
b. penciptaan dan penguatan jejaring pasar sanitasi pedesaan,
c. pengembangan kapasitas sanitasi, termasuk wirausahawan sanitasi

lokal, dan
d. promosi pelaku usaha sanitasi dalam rangka memberikan akses

pelaku usaha sanitasi lokal ke potensi pasar sanitasi.

Paragraf 2

Perencanaan
Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana STBM dalam rangka

penyelenggaraan STBM di Daerah

(2) Penyusunan rencana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dengan

melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 10

(1) Rencana STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun

dalam bentuk dokumen STBM.

(2) Dokumen rencana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. kajian kebutuhan sarana dan prasarana STBM masyarakat,
b. program pemberdayaan masyarakat di bidang STBM, dan

Cc. rencana aksi daerah di bidang STBM

Pasal 11

Dokumen rencana STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun

berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah,
. rencana pembangunan jangka menengah daerah,b

c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan,
d . perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
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e. k e b u tu h a n  sa ra n a  d an  p rasa ran a ;

f. tingkat p e rtu m b u h an  ekonom i m asyarakat; dan

g. pe rsen tase  ju m lah  penyakit b e rbasis  lingkungan.

Pasal 12

K eten tuan  lebih lan ju t m engenai D okum en R encana STBM sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 10 d an  Pasal 11 d ia tu r  dengan  p e ra tu ran  Bupati.

Paragraf 3 

P e laksanaan  

Pasal 13

Pem erin tah  D aerah dalam  m elak san ak an  STBM di D aerah  berperan:

a. m ene tapkan  ska la  p rio ritas w ilayah u n tu k  penerapan  STBM;

b. m elakukan  koordinasi lin ta s  sek tor d an  lin ta s  program , jejaring  kerja, 

dan  kem itraan  dalam  ran g k a  pengem bangan penyelenggaraan STBM;

c. m elaksanakan  pe la tihan  tekn is bagi pe tugas d an  m asy arak a t nagari;

d. m elakukan  p em an tau an  d an  evaluasi; d an

e. m enyediakan m ateri m edia kom unikasi, inform asi, d an  edukasi.

Pasal 14

Pem erin tah  D aerah  dalam  m ene tapkan  ska la  p rio ritas w ilayah u n tu k  

p en erap an  STBM sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 13 h u ru f  a  

m elakukan:

a. p ene tapan  nagari sesua i k rite ria  penyelenggaraan STBM; dan

b. identifikasi upaya percepa tan  penyelenggaraan  STBM setiap  kriteria; dan

c. m elakukan  percepatan  penyelenggaraan  STBM.

Pasal 15

(1). Pem erin tah  D aerah  dalam  koordinasi lin ta s  sek tor d an  lin ta s  program , 

jejaring  keija , d an  kem itraan  dalam  rangka  pengem bangan  STBM 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 13 h u ru f  b d ia rah k an  u n tu k  :

a. m elakukan  pendam pingan  penyelesaian pe rm asa lah an  

penyelenggaraan STBM;

b. m en ingkatkan  penyediaan  layanan  inform asi m engenai 

penyelenggaraan STBM;

c. m em enuhi kelengkapan  d a ta  penyelenggaraan  STBM;

e. kebutuhan sarana dan prasarana,
f. /tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan

g. persentase jumlah penyakit berbasis lingkungan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana STBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan
Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan STBM di Daerah berperan:
a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM,
b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja,

dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM,
c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat nagari,
d. melakukan pemantauan dan evaluasi, dan

e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam menetapkan skala prioritas wilayah untuk

penerapan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

melakukan:
a. penetapan nagari sesuai kriteria penyelenggaraan STBM, dan
b. identifikasi upaya percepatan penyelenggaraan STBM setiap kriteria, dan

c. melakukan percepatan penyelenggaraan STBM.

Pasal 15

(1). Pemerintah Daerah dalam koordinasi lintas sektor dan lintas program,

jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan STBM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diarahkan untuk :

a. melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan STBM,

b. meningkatkan penyediaan layanan informasi mengenai

penyelenggaraan STBM,
c. memenuhi kelengkapan data penyelenggaraan STBM,

N



d. p en y a tu an  p an d an g an  d an  pem aham an  a n ta r  pem angku 

kepen tingan  secara  te rp ad u  dalam  penyelenggaraan  STBM; dan

e. pem berian  penghargaan  kepada  pe lak san a  yang  te lah  m elakukan  

u sa h a  keras  d an  berharsil dalam  penyelenggaraan STBM.

(2). K eten tuan  lebih lan ju t m engenai pedom an pem berian  penghargaan  

kepada  p e lak san a  yang te lah  m elakukan  u sa h a  keras  d an  berhasil 

dalam  penyelenggaraan  STBM d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  B upati.

Pasal 16

Pem erin tah  D aerah  m elak san ak an  pe la tihan  tekn is bagi pe tugas d an  

m asy arak a t nagari sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 13 H uru f c 

m eliputi:

a. pem icuan  p e ru b a h a n  perilaku  di tingka t m asyarakat;

b. penggunaan  d an  pem anfaa tan  teknologi tep a t guna, teknologi inform asi, 

d an  teknologi la innya  yang m endukung  p e lak san aan  Pilar STBM;

c. advokasi up ay a  p e rlu asan  p e lak san aan  STBM;

d. p en y u su n an  dokum en p e ren can aan  d an  pem biayaan STBM; d an

e. p e lak san aan  ska la  te rba tas.

Pasal 17

Pem erin tah  D aerah  m enyediakan m ateri m edia kom unikasi, inform asi, d an  

edukasi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 13 h u ru f  e d ilakukan  melalui:

a. m edia elektronik;

b. m edia cetak; d a n /a ta u

c. m edia sosial.

Paragraf 4

P em an tau an  d an  E valuasi 

Pasal 18

(1) Pem erin tah  D aerah  m elakukan  p e m a n tau a n  d an  evaluasi te rh ad ap  

penyelenggaraan STBM di D aerah.

(2) P em an tau an  d an  evaluasi penyelenggaraan  STBM d ilakukan  u n tu k  

m engukur p e ru b a h a n  dalam  pencapaian  program  se rta  

m engidentifikasi pem belajaran  yang a d a  dalam  pe laksanaannya, 

m ulai pad a  tingkat k o m u n ita s  m asy arak a t di nagari.
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d. penyatuan pandangan dan pemahaman antar pemangku

kepentingan secara terpadu dalam penyelenggaraan STBM, dan
e. pemberian penghargaan kepada pelaksana yang telah melakukan

usaha keras dan berharsil dalam penyelenggaraan STBM.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan

kepada pelaksana yang telah melakukan usaha keras dan berhasil
dalam penyelenggaraan STBM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan

masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c

meliputi:
a. pemicuan perubahan perilaku di tingkat masyarakat,
b. penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi informasi,

dan teknologi lainnya yang mendukung pelaksanaan Pilar STBM,
c. advokasi upaya perluasan pelaksanaan STBM,
d. penyusunan dokumen perencanaan dan pembiayaan STBM, dan
e. pelaksanaan skala terbatas.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan

edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan melalui:

a. media elektronik,
b. media cetak, dan/atau
c. media sosial.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 18

(ij Pemerintah Daerah meiakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan STBM di Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan untuk

mengukur perubahan dalam pencapaian program serta

mengidentifikasi pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya,
mulai pada tingkat komunitas masyarakat di nagari.



(3) P em an tau an  d an  evaluasi sebagaim ana  d im ak su d  p ad a  

ay a t (1) d ilakukan  u n tu k  m em peroleh gam baran  m engenai 

penyelenggaraan  STBM dengan indikator yang meliputi:

a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;

b. keberhasilan  penyelenggaraan STBM;

c. perm asa lahan  yang dihadapi; dan

d. dam pak  penyelenggaraan STBM.

Pasal 19

P em an tau an  d an  evaluasi penyelenggaraan  STBM d ilakukan  m elalui sistem  

inform asi p em a n tau a n  yang  d ilak san ak an  dengan  tah ap an :

a. pengum pulan  d a ta  d an  inform asi;

b. pengolahan , analisis d a ta  d an  inform asi; d an

c. pe laporan  d an  pem berian  um pan-balik .

Pasal 20

(1) P em an tau an  d an  evaluasi di nagari d ilakukan  u n tu k  m elihat 

perkem bangan  kegiatan  Pem icuan di m asy arak a t d an  m engum pulkan  

d a ta  d a sa r  STBM di nagari.

(2) Hasil dari p em an tau an  d an  evaluasi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t 

(1) b e ru p a  d a ta  d a sa r  d an  kem ajuan  ak ses  san ita s i layak d an  am an  

ten tan g  p roses Pem icuan yang se lan ju tnya  d ica ta t d an  

d idokum en tasikan  dalam  b en tu k  p e ta  sosial m asyarakat, te rb en tu k n y a  

tim  kerja  m asy arak a t di nagari, d a n  ren can a  kerja  m asyarakat.

Pasal 21

P em an tau an  d an  evaluasi di K ecam atan d ilakukan  u n tu k  m elakukan  

kom pilasi Pem icuan, ren can a  kerja  m asyarakat, d an  ak tifitas tim  k e ija  

m asyarakat.

Pasal 22

P em an tau an  d an  evaluasi d ilak u k an  u n tu k  m em peroleh gam baran  ten tan g  

kem ajuan  Pem icuan, im plem entasi ren can a  kerja  m asy arak a t d an  up ay a  

percepatan  penyelenggaraan  STBM.
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(3 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai

penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM,
b. keberhasilan penyelenggaraan STBM,
c. permasalahan yang dihadapi, dan

d. dampak penyelenggaraan STBM.

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan melalui sistem

informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
a. pengumpulan data dan informasi,
b. pengolahan, analisis data dan informasi, dan

c. pelaporan dan pemberian umpan-balik.

Pasal 20

(1) Pemantauan dan evaluasi di nagari dilakukan untuk melihat

perkembangan kegiatan Pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan
data dasar STBM di nagari.

(2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa data dasar dan kemajuan akses sanitasi layak dan aman

tentang proses Pemicuan yang selanjutnya dicatat dan

didokumentasikan dalam bentuk peta sosial masyarakat, terbentuknya
tim kerja masyarakat di nagari, dan rencana kerja masyarakat.

Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi di Kecamatan dilakukan untuk melakukan

kompilasi Pemicuan, rencana kerja masyarakat, dan aktifitas tim kerja

masyarakat.
Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untukmemperoleh gambaran tentang

kemajuan Pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan upaya

percepatan penyelenggaraan STBM.

8155
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Pasal 23

(1) P e laksanaan  p em an tau an  d an  evaluasi di tingkat nagari d ilakukan  oleh 

fasilitator yang d ib en tu k  oleh d in as yang  m enyelenggarakan u ru sa n  

p em erin tahan  d ihidang k eseh a tan .

(2) P e laksanaan  p em an tau an  d an  evaluasi di tingka t kecam atan  

d ilak san ak an  oleh ten ag a  k eseh a tan  p u sa t k e seh a tan  m asyarakat.

(3) P e laksanaan  p e m an tau an  d an  evaluasi di D aerah  d ilak san ak an  oleh 

Perangkat D aerah.

Bagian K edua

Penyelenggaraan STBM oleh M asyarakat 

Pasal 24

(1) M asyarakat m elak san ak an  STBM secara  m andiri dengan  berpedom an 

p ad a  Pilar STBM.

(2) P e laksanaan  STBM oleh m asy arak a t sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat 

(1) bersifa t inklusif, b e rk e lan ju tan  d an  berp ihak  pad a  ru m ah  tangga 

m iskin.

(3) Pilar STBM sebagaim ana  d im aksud  pad a  ay a t (1) terd iri a tas:

a. Stop BABS;

b. Cuci T angan Pakai Sabun;

c. Pengelolaan Air M inum Dan M akanan R um ah Tangga;

d. Pengam anan Sam pah  R um ah Tangga;dan

e. Pengam anan Limbah Cair R um ah Tangga.

(4) Pilar STBM sebagaim ana  d im ak su d  p ad a  a y a t (3) d itu ju k a n  u n tu k  

m em utus m ata  ran ta i penu laran  penyakit d an  keracunan .

Pasal 25

(1) Perilaku Stop BABS sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (3) 

h u ru f  a  d iw ujudkan  m elalui keg iatan  paling sedikit m eliputi:

a. m em budayakan  perilaku  b u an g  a ir b e sa r se h a t yang  d a p a t m em u tu s 

a lu r kon tam inasi ko to ran  m an u s ia  sebagai sum ber penyakit secara  

berke lan ju tan ; dan

b . m enyediakan d an  m em elihara  sa ra n a  b u an g  a ir b esa r yang 

m em enuhi s ta n d a r  layak d an  am an  sesu a i dengan  p e rsy ara tan  

keseha tan .
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Pasal 23

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat nagari dilakukan oleh

fasilitator yang dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat kecamatan

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Daerah dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan STBM oleh Masyarakat
Pasal 24

(1) Masyarakat melaksanakan STBM secara mandiri dengan berpedoman

pada Pilar STBM.

(2) Pelaksanaan STBM oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat inklusif, berkelanjutan dan berpihak pada rumah tangga
miskin.

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Stop BABS,
b. Cuci Tangan Pakai Sabun,
c. Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga,
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga:dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

(4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk
memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 25

(1) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)

huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

a.membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus

alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara

berkelanjutan, dan

b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang
memenuhi standar layak dan aman sesuai dengan persyaratan
kesehatan.
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(2) Perilaku S top BABS sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d iikuti dengan  

p em anfaa tan  sa ra n a  san ita si layak d an  am an  se rta  m em enuhi s ta n d a r  

d an  p ersy ara tan  k eseh a tan  m eliputi:

a. tidak  m engak ibatkan  terjad inya  penyebaran  langsung  b a h an  yang 

berbahaya  bagi m an u s ia  ak ib a t pem buangan  ko to ran  m anusia ; d an

b. d a p a t m encegah vektor pem baw a u n tu k  m enyebar penyakit pada  

pem akai d an  lingkungan  sekitarnya.

(3) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai penyediaan  d an  pem eliharaan  sa ra n a  

b u an g  a ir b e sa r yang m em enuhi s ta n d a r  layak d an  am an  sesua i 

p e rsy ara tan  k eseh a tan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b 

d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  B upati.

Pasal 26

Perilaku Cuci T angan Pakai sa b u n  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 24 

ayat (3) h u ru f  b  d iw ujudkan  m elalui keg iatan  paling sedikit m eliputi:

a. m em budayakan  perilaku  cuci tan g an  dengan  a ir bersih  yang m engalir 

d an  sa b u n  secara  berke lan ju tan ; d an

b. m enyediakan d an  m em elihara  sa ra n a  cuci tan g an  yang dilengkapi 

dengan  a ir m engalir, sab u n , d an  sa lu ran  pem buangan  a ir lim bah pada  

sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  u m u m  d an  ru m ah  tangga.

Pasal 27

Perilaku Pengelolaan Air M inum  D an M akanan  R um ah Tangga 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 24 ay a t (3) h u ru f  c d iw ujudkan  

m elalui keg iatan  paling sedik it m eliputi:

a. m em budidayakan  perilaku  pengolahan  a ir  layak m inum , m ak an an  

yang am an  d an  bersih  secara  berke lan ju tan ; dan

b. m enyediakan d an  m em elihara  tem p at pengo lahan  a ir m inum  d an  

m ak an an  ru m ah  tangga yang  sehat.

Pasal 28

Perilaku P engam anan  S am pah  R um ah Tangga sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 24 ay a t (3) h u ru f  d d iw ujudkan  m elalui keg iatan  paling sedikit 

m eliputi:
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(2) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan
pemanfaatan sarana sanitasi layak dan aman serta memenuhi standar

dan persyaratan kesehatan meliputi:

a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan yang
berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia, dan

b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada
pemakai dan lingkungan sekitarnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan sarana

buang air besar yang memenuhi standar layak dan aman sesuai

persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Perilaku Cuci Tangan Pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir
dan sabun secara berkelanjutan: dan

b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi

dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah pada
sarana dan prasarana umum dan rumah tangga.

Pasal 27

Perilaku Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c diwujudkan
melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

a. membudidayakan perilaku pengolahan air layak minum, makanan

yang aman dan bersih secara berkelanjutan, dan

b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan

makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 28

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit

meliputi:
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a. secara  ru tin  m em buang  sam p ah  ru m ah  tangga yang  tidak  d igunakan  

ke tem pat sam pah ;

b. m em budayakan  perilaku  m em ilah sam p ah  ru m ah  tangga sesua i 

dengan  jen isnya;

c. m elakukan  pengu rangan  (reduce), penggunaan  kem bali (reuse), d an  

pengolahan  kem bali (recycle) sam p ah  ru m ah  tangga; d an

d. m enyediakan d an  m em elihara  sa ra n a  pem buangan  sam pah  ru m ah  

tangga di lu a r rum ah .

Pasal 29

Perilaku Pengam anan  Lim bah Cair R um ah Tangga sebagaim ana d im aksud

dalam  Pasal 24 ayat (3) h u ru f  e d iw ujudkan  m elalui keg iatan  paling sedikit

m eliputi:

a. m elakukan  pem isahan  sa lu ra n  lim bah cair ru m ah  tangga m elalui tangki 

sep tik  yang  sesua i S ta n d a r N asional Indonesia  d an  sa lu ran  pem buangan  

a ir lim bah;

b. m enyediakan d an  m enggunakan  p enam pungan  lim bah cair ru m ah  

tangga; d an

c. m em elihara  sa lu ran  pem buangan  d an  p enam pungan  lim bah cair ru m ah  

tangga.

Pasal 30

(1) Dalam  rangka  p e lak san aan  STBM sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

24, m asyarakat d a p a t m em bentuk  kelom pok dan  m em buat rencana  

keija  pe laksanaan  STBM sesuai kebu tuhan .

(2) Dalam  pem ben tukan  kelom pok d an  rencana  keija  pe laksanaan  STBM 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m asy arak a t didam pingi oleh 

Perangkat D aerah d a n /a ta u  Pem erintah Nagari.

(3) R encana kerja pe laksanaan  STBM sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ib u a t dengan  berpedom an p ad a  dokum en ren can a  STBM D aerah.

Pasal 31

(1) Dalam  p e lak san aan  STBM di n ag ari, Pem erin tah  Nagari m elakukan 

Pem icuan dan  pendam pingan kepada m asyarakat.

(2) Pem icuan d a n  p e n d a m p in g a n  sebagaim ana d im aksud  p a d a  aya t (1) 

be rtu juan  un tuk :
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a. secara rutin membuang sampah rumah tangga yang tidak digunakan
ke tempat sampah,

b. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai

dengan jenisnya,

c. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan

pengolahan kembali (recycle) sampah rumah tangga, dan

d. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah

tangga di luar rumah.

Pasal 29

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit

meliputi:

a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tanggamelalui tangki
septik yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan saluran pembuangan
air limbah,

b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah

tangga: dan
c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah

tangga.

Pasal 30

(1) Dalam rangka pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24, masyarakat dapat membentuk kelompok dan membuat rencana

kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

(2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat didampingi oleh

Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.

(3) Rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dengan berpedoman pada dokumen rencana STBM Daerah.

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanaan STBM di nagari, Pemerintah Nagari melakukan
Pemicuan dan pendampingan kepada masyarakat.

(2) Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
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a. m erencanakan  p e m b a h an  perilaku;

b. m em antau  terjad inya pe ru b ah an  perilaku;dan

c. m engevaluasi hasil p e m b a h an  perilaku.

(3) Dalam  m elakukan  Pem icuan d an  pendam pingan  sebagaim ana  

d im aksud  p ad a  a y a t (1) P em erin tah  Nagari m em ben tuk  tim  Pem icuan 

d an  pendam pingan  yang paling sed ik it terd iri dari:

a. p e ran g k a t nagari;

b. ten ag ak eseh atan ;

c. kader k e seh a tan  a ta u  dengan  n am a lain  di nagari;

d. tokoh  m asy arak a t; d an

e. tokoh agam a.

(4) Tim Pem icuan d an  pendam pingan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (3) 

m em punyai tugas:

a. m elakukan  d iskusi dengan  m asy arak a t te rka it san ita s i layak dan  

am an;

b. m elakukan  pem etaan  sed e rh an a  san ita s i layak d an  am an  

d ilingkungan tem pat tinggal m asyarakat;

c. m elakukan  identifikasi p e rm asa lah an  san ita si layak dan  am an; dan

d. p en y u su n an  laporan  kegiatan.

(5) Tim Pem icuan d an  pendam pingan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) 

d ite tap k an  dengan  k e p u tu sa n  wali nagari dengan  b erk o n su ltasi kepada 

cam at.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian K esatu 

Pem binaan 

Pasal 32

(1) B upati m elakukan  pem binaan  dalam  ran g k a  m endukung  

penyelenggaraan STBM di D aerah.

(2) Pem binaan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak san ak an  oleh 

Perangkat D aerah  yang  m enyelenggarakan u ru s a n  pem erin tahan  

dibidang p e ren can aan  d an  pem b an g u n an  D aerah  berkoordinasi 

dengan  Perangkat D aerah  te rka it penyelenggaraan STBM.

(3) Pem binaan sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ilakukan  dalam  

bentuk :

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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a. merencanakan perubahan perilaku,
b. memantau terjadinya perubahan perilaku,dan
Cc. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
Dalam melakukan Pemicuan dan pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari membentuk tim Pemicuan
dan pendampingan yang paling sedikit terdiri dari:
a. perangkat nagari,
b. tenagakesehatan,
c. kader kesehatan atau dengan nama lain di nagari,
d. tokoh masyarakat, dan
e. tokoh agama.
Tim Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas:
a. melakukan diskusi dengan masyarakat terkait sanitasi layak dan

aman,
b. melakukan pemetaan sederhana sanitasi layak dan aman

dilingkungan tempat tinggal masyarakat,
c. melakukan identifikasi permasalahan sanitasi layak dan aman: dan

d. penyusunan laporan kegiatan.
Tim Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusanwali nagari dengan berkonsultasi kepada
camat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan STBM di Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan STBM.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:



a. koordinasi lin tas  sek to r d an  lin tas  program , jejaring  kerja, d an  

kem itraan ;

b. pengelolaan sum ber daya m an u s ia  dalam  rangka  m endukung  

penyelenggaraan STBM;

c. sosia lisasi penyelenggaraan STBM p ad a  m asyarakat;

d. prom osi p e ru b a h a n  perilaku  m asyarakat;

e. fasilitasi penyediaan  k e b u tu h a n  san itasi; d an

f. verifikasi p roses d an  hasil penyelenggaraan  STBM oleh m asyarakat.

Bagian Kedua 

Pengaw asan 

Pasal 33

(1) Pengaw asan dalam  rangka  penyelenggaraan  STBM d ilak san ak an  oleh 

B upati, cam at d an  wali nagari.

(2) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p a d a  aya t (1) oleh B upati 

d ilak san ak an  oleh Perangkat D aerah  yang  m enyelenggarakan STBM.

(3) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d ilakukan  terhadap :

a. penyelenggaraan STBM oleh Perangkat D aerah;

b. p e lak san aan  d u k u n g an  p e lak san aan  STBM oleh Perangkat D aerah; 

dan

c. pengelolaan sum ber daya dalam  m en dukung  penyelenggaraan  STBM 

oleh Perangkat D aerah.

Pasal 34

(1) C am at dan  wali nagari m elakukan  pengaw asan  te rh ad ap  

penyelenggaraan  STBM yang d ilak san ak an  oleh m asyarakat.

(2) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) m eliputi:

a. penyelenggaraan STBM oleh m asyarakat;

b. p e lak san aan  d u k u n g an  p e lak san aan  oleh m asyarakat; dan

c. pengelolaan sum ber daya dalam  m en dukung  penyelenggaraan  STBM 

oleh m asyarakat.

BAB V

PENDANAAN 

Pasal 35

Pendanaan  penyelenggaran STBM di D aerah  bersum ber dari: 

a. anggaran  p en d ap a tan  d an  belan ja  daerah ; dan
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a. koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan

kemitraan:
b. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung

penyelenggaraan STBM,
sosialisasi penyelenggaraan STBM pada masyarakat:

. promosi perubahan perilaku masyarakat,
fasilitasi penyediaan kebutuhan sanitasi, dan

m
0

AO

verifikasi proses dan hasil penyelenggaraan STBM oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan
Pasal 33

(1) Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan STBM dilaksanakan oleh

Bupati, camat dan wali nagari.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan STBM.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. penyelenggaraan STBM oleh Perangkat Daerah,
b. pelaksanaan dukungan pelaksanaan STBM oleh Perangkat Daerah,
dan

Cc. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM
oleh Perangkat Daerah.

Pasal 34

(1) Camat dan wali nagari melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan STBM yang dilaksanakan oleh masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat,
b. pelaksanaan dukungan pelaksanaan oleh masyarakat, dan
Cc. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM

oleh masyarakat.
BAB V

PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan penyelenggaran STBM di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan



b. sum ber d a n a  lain yang sa h  sesu a i k e te n tu an  pera tu ran  

perundang -undangan .

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

K eten tuan  m engenai Nagari dalam  P era tu ran  D aerah  ini berlaku  secara  

m u ta tis  m u ta n d is  te rh ad ap  Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36

P era tu ran  D aerah ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahui, m em erin tahkan  pengundangan  P e ra tu ran  

D aerah  ini dengan penem patannya  dalam  Lem bar D aerah K abupaten  

Sijunjung.

D itetapkan  di M uaro S ijunjung 

p ad a  tanggal ?o Jamuan 2023

BUPATI SIJUNJUNG, 

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

D iundangkan  di M uaro S ijunjung 

pad a  tanggal J>o 3<\*uar-i 2023

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR *

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (2 /2 /2 0 2 3 ).
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b.sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai Nagari dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara

mutatis mutandis terhadap Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten
Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (2/2/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B N HUKUM,

A
N

MISWITA MR

f



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR SL TAHUN 2023

TENTANG
\

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

M asalah k eseh a tan  lingkungan te ru tam a  san itasi, m erupakan  

m asa lah  se riu s  yang m asih  d ihadap i m asy arak a t D aerah. M asalah 

san ita si itu  te rka it dengan  perilaku  k eseh a tan  m asy arak a t yang  m asih  

belum  sehat: penggunaan  ak ses jam b a n  m asih  rendah , sehingga perlu  

d ilakukan  in tervensi secara  te rp ad u  m elalui pendeka tan  san itasi total, 

ya itu  su a tu  ca ra  p en d ek a tan  dengan  pola m eru b ah  p en d ek a tan  

pem bangunan  san ita s i dari p en d ek a tan  sek toral dengan  penyediaan  

subsid i perangkat k e ras  yang se lam a ini tidak  efektif u n tu k  m elakukan  

p e ru b ah an  perilaku  higienis d an  pen ingkatan  ak ses san itasi, m enjadi 

p en d ek a tan  STBM yang  m enekankan  p ad a  5 (lima) p e ru b a h a n  perilaku 

higienis.

Selain itu , nagari m em egang p e ran an  penting  dalam  

pem bangunan  d an  p ad a  h ak ika tnya  bersinergi te rh ad ap  p em bangunan  

daerah  d an  nasional. D alam  s tru k tu r  pem erin tahan , k h u su sn y a  di 

S u m ate ra  B arat, nagari m enem pati posisi te rendah , ak an  tetap i ju s tru  

terdepan  d an  langsung  b erada  di tengah  m asyarakat. Sehingga d ap a t 

d ipastikan  ap ap u n  b e n tu k  setiap  program  pem bangunan  dari 

pem erin tah  ak an  selalu  b e rm u ara  ke nagari. U n tu k  m encapai 100% 

ODF D aerah, berbagai stra teg i te lah  d ilakukan  oleh nagari u n tu k  

m en indak lan ju ti p e ra tu ran  b u p a ti m elalui APB nagari, p e ran  tokoh 

m asy arak a t d an  pen tingnya pem berdayaan  u n tu k  m engubah  perilaku 

m asyarakat. T entu  ha l te rseb u t m asih  belum  optim al jik a  strategi 

te rseb u t tidak  d ilakukan  secara  berke lan ju tan . Oleh k a ren a  itu , 

penyelenggaraan STBM te rseb u t perlu  d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  D aerah.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

C ukup  Je las .

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
1

UMUM

Masalah kesehatan lingkungan terutama sanitasi, merupakan
masalah serius yang masih dihadapi masyarakat Daerah. Masalah

sanitasi itu terkait dengan perilaku kesehatan masyarakat yang masih
belum sehat: penggunaan akses jamban masih rendah. sehingga perlu
dilakukan intervensi secara terpadu melalui pendekatan sanitasi total,

yaitu suatu cara pendekatan dengan pola merubah pendekatan

pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan
subsidi perangkat keras yang selama ini tidak efektif untuk melakukan

perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi
pendekatan STBM yang menekankan pada5 (lima) perubahan perilaku
higienis.

Selain itu, nagari memegang peranan penting dalam

pembangunan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan
daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di

Sumatera Barat, nagari menempati posisi terendah, akan tetapi justru
terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Sehingga dapat

dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari

pemerintah akan selalu bermuara ke nagari. Untuk mencapai 1006
ODF Daerah, berbagai strategi telah dilakukan oleh nagari untuk

menindaklanjuti peraturan bupati melalui APB nagari, peran tokoh

masyarakat dan pentingnya pemberdayaan untuk mengubah perilaku
masyarakat. Tentu hal tersebut masih belum optimal jika strategi
tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

1.

5

penyelenggaraan STBM tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.

Lai
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Pasal 2

C ukup  Je las .

Pasal 3

C ukup  Je las .

Pasal 4

C ukup  Je las .

Pasal 5

C ukup  Je las .

Pasal 6

C ukup  Je las .

Pasal 7

C ukup  Je las .

Pasal 8

C ukup  Je las .

Pasal 9

Yang d im aksud  Perangkat d aerah  te rk a it ad a lah  Perangkat D aerah 

yang m enyelenggarakan u ru sa n  pem erin tah an  b idang keseha tan , 

lingkungan  h idup , perkerjaan  u m u m  d an  p e n a taa n  ruang , se rta  

pem berdayaan  m asyarakat.

Pasal 10

C ukup  Je la s

Pasal 11

C ukup  Je las .

Pasal 12

C ukup  Je las .

Pasal 13

C ukup  Je las .

Pasal 14 

H u ru f a

Yang d im aksud  p en e tap an  nagari se su a i kriteria  

penyelenggaraan STBM ad alah  :

1. nagari m ulai STBM

Yaitu nagari yang b a ru  m em ulai p e lak san aan  STBM dengan 

ind ikato r te lah  d ilakukan  Pem icuan m inim al 1 jorong, te lah

Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Yang dimaksud Perangkat daerah terkait adalah Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,

lingkungan hidup, perkerjaan umum dan penataan ruang, serta

pemberdayaan masyarakat.
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud penetapan nagari sesuai kriteria

penyelenggaraan STBM adalah :

1. nagari mulai STBM

Yaitu nagari yang baru memulai pelaksanaan STBM dengan
indikator telah dilakukan Pemicuan minimal 1 jorong, telah

»
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ad a  natural leader  (anggota m asy arak a t yang m em otori 

gerakan STBM di m asyarakat) d an  te lah  m em buat dokum en 

R encana tin d ak  lan ju t.

2. nagari ODF
\

Adalah nagari yang kom un itasnya  secara  individu m au p u n  

kelom pok (term asuk  sekolah) su d a h  100% b uang  a ir b esa r di 

jam b a n  se h a t

3. nagari improved

A dalah nagari yang su d a h  m encapai ODF, d an  100% ru m ah  

tangga memiliki jam b a n  yang  b erkua litas  d an  m ulai 

m elakukan  p e ru b a h a n  perilaku  higienis la innya n am u n  

belum  sep en u h n y a  m elakukan  kelim a Pilar STBM

4. nagari S an itasi Total

Adalah nagari dengan  sa ra n a  san ita si yang b erkua litas  dan  

te lah  m elakukan  p e ru b ah an  perilaku  la innya a d a  sem ua  Pilar 

STBM.

H uru f b

C ukup  Je la s  

H uru f c

C ukup  Je la s

Pasal 15

C ukup  Je las .

Pasal 16 

H uru f a

C ukup  Je la s  

H uru f b

C ukup  Je la s  

H uru f c

C ukup  Je la s  

H uru f d

C ukup  Je la s  

H uru f e

Yang d im aksud  dengan  p e lak san aan  ska la  te rb a ta s  ada lah  

pem erin tah  d aerah  d ap a t m em berikan  pe la tihan  tekn is bagi 

pe tugas d an  m asy arak a t nagari 1 (satu) kali dalam  se tah u n .
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ada natural leader (anggota masyarakat yang memotori

gerakan STBM di masyarakat) dan telah membuat dokumen
Rencana tindak lanjut.

2. nagari ODF

Adalah nagari yang komunitasnya secara individu maupun
kelompok (termasuk sekolah) sudah 10096 buang air besar di

jamban sehat

3. nagari improved

Adalah nagari yang sudah mencapai ODF, dan 100Y6 rumah

tangga memiliki jamban yang berkualitas dan mulai
melakukan perubahan perilaku higienis lainnya namun

belum sepenuhnya melakukan kelima Pilar STBM

4. nagari Sanitasi Total

Adalah nagari dengan sarana sanitasi yang berkualitas dan
telah melakukan perubahan perilaku lainnya ada semua Pilar
STBM.

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan pelaksanaan skala terbatas adalah

pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan teknis bagi

petugas dan masyarakat nagari 1 (satu) kali dalam setahun.
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Pasal 17

C ukup  Je las .

Pasal 18

C ukup  Je las .

Pasal 19

C ukup  Je las .

Pasal 20

C ukup  Je las .

Pasal 21

C ukup  Je las .

Pasal 22

C ukup  Je las .

Pasal 23

C ukup  Je las .

Pasal 24 

Ayat (1)

C ukup  Je las .

Ayat (2)

Yang d im aksud  dengan  “in k lu s if’ ad a lah  m asy arak a t yang 

m am pu m enerim a berbagai b e n tu k  keberagam an d an  perbedaan  

se rta  m engakom odasinya ke dalam  berbagai ta ta n a n  m au p u n  

in fra s tru k tu r yang a d a  di m asyarakat.

Ayat (3)

C ukup  Je las .

Ayat (4)

C ukup  Je las .

Pasal 25 

Ayat (1)

Yang d im aksud  “b e rk e lan ju tan ” ad a lah  p e rta h an a n  k u a litas  

pad a  m asa  sekarang  d an  pad a  m asa  yang a k an  d a tan g  sesua i 

dengan  p rinsip  penyelenggaraan  STBM, d ian  ta ran y a

kem andirian , kepem ilikan jam b a n , se rta  san ita s i layak d an  

am an.

Ayat (2)

Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21

Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah masyarakat yang
mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan
serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun
infrastruktur yang ada di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.
Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah pertahanan kualitas

pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai

dengan penyelenggaraan diantaranyaprinsip STBM

kemandirian, kepemilikan jamban, serta sanitasi layak dan
aman.

Ayat (2)



C ukup  Je las .

Pasal 26

C ukup  Je las .

Pasal 27

C ukup  Je las .

Pasal 28 

H uru f a

C ukup  Je la s  

H uru f b

C ukup  Je la s  

H u ru f c

C ukup  Je la s  

H uru f d

Yang d im aksud  m enyediakan d an  m em elihara  ad a lah  

m asy arak a t secara  sw adaya m enyiapkan  d an  m enjaga se rta  

m eraw at sa ra n a  pem buangan  sam p ah  ru m ah  tangga d iluar 

rum ah .

Pasal 29

C ukup  Je las .

Pasal 30

C ukup  Je las .

Pasal 31

C ukup  Je las .

Pasal 32

C ukup  Je las .

Pasal 33

C ukup  Je las .

Pasal 34

C ukup  Je las .

Pasal 35

C ukup  Je la s

Pasal 36

C ukup  Je las .
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Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Yang dimaksud menyediakan dan memelihara adalah

masyarakat secara swadaya menyiapkan dan menjaga serta
merawat sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar
rumah.

Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

Cukup Jelas.
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas.
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